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KABAR gembira berhembus dari
ayan. Penantian panjang publik
: niatan dewan terhormat, mere-
UU Penyiaran tampaknya segera
ikhir. Hal ini menjadi angin segar
i dunia penyiaran kita, pasca me-
ndap sejak 2010 silam revisi UU
ak menentu. Wakil Ketua Komisi
R Hanafi Rais mengatakan, revisi
Penyiaran akan segera dibahas
ganpemerintahpadamasasidang
7. Saat ini, UU tersebut dibahas
laleg DPR untuk dilakukan har-
1isasi dan sinkronisasi. Ada titik
ng bahwa pada tahun ini pula
n disahkan setelah enam belas
mberlalu. Lantas pertanyaannya,
ir disahkannya RUU Penyiaran
iniakankah sekaligus mengakhiri
dakpuasan publik?
Pertanyaan diatas, tentu tidaklah
raalasan. Pasalnya,implementasi
No.32/2002 tentang Penyiaran se-
ainitampaknyatersendat-sendat

nyaris jalan di tempat. Bahwa
akenyataannya, UUPenyiaranini
apat sejumlah kekurangan, baik
nenyangkutpasal-pasalkaretyang
1igandungketidakpastianmaupun
ennya pasal-pasal yang meng-
- pemanfaatan IT dalam industri
yiaran, sehingga mengakibatkan
ing efektifnya dalampelaksanaan.
1 karenanya, perubahan atas UU
32/2002 tentang Penyiaran sifat-
sangatlah mendesak. Belum lagi
kuluratas revisi UU Penyiaran ini
esanpenuhskenarioyangkiantak
jung pangkal sejak implementasi
iu Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ)
a awal tahun 2009 lalu.

Publik Terabaikan

Sungguh publik pun dibuat ter-
mgah nyaris tak percaya, tatkala
wimak hasil rumusan revisi UU
yiaran yang disodorkan oleh Panja
1isiIDPR, justrumengebiri kepent-
mpublikbahkanmencideraisistem
wokratisasi penyiaran Indonesia.
it saja, bila kita telanjangi draf
ebut, arah penyiaran kita semakin
1igulkuhkandominasi pemilikmodal

kuasa politik. Hal itu tercermin
- hadirnya pasal ‘siluman’ sebagai
ampakan regulasi yang dengan
njang bulat memasukkan kepent-
in politik praktis dalam ruang yang
but Lembaga Penyiaran Khusus.
taslah kiranya transaksional elit
tik dan ekonomi praktis menjadi
1terbuka dan menobatkanregulasi
ebagaiakadijabqobulmenikahkan
angan perselingkuhan siri yang
nya sembunyi-sembunyi menjadi
ng-terangan di-depan publik.
Sungguhhal yang gawat dan sesat
r bagi pembuat UU ini, manakala
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Ada t}tlk terang bahwa pada tahun ini pula akan
disahkan setelah enam belas tahun berlalu. Lantas
pertanyaannya, akhir disahkannya RUU Penyiaran kali
ini akankah sekaligus mengakhm ket1dakpuasan publik?

rumusan revisi UU Penyiaran hanya
sebatas sebagai relasi business and
politics as usual semata. Mengapa
tidak? Hadirnya draf pasal 105, 1086,
dan 107 dalam bagian dictumkeenam
tentang Lembaga Penyiaran Khusus
dimana pasal 105 berbunyi Lembaga
Penyiaran Khusus merupakan lem-
baga penyiaran yang bersifat tidak
komersial didirikan dan dimiliki oleh
lembaga negara, kementerian/lem-
baga, partai politik, atau pemerintah
daerahyangkegiatannya menyeleng-
garakan penyiaran Radio dan/atau
penyiaran Televisi.

‘Lantas, siapa yang diuntungkan
dari revisi UU Penyiaran terkhusus
pasal 105 ini? Mari kita bedah satu
persatu. Pertama, diperbolehkannya
Lembaga Negara, Kementerian/Lem-
baga, danPemerintah Daerahmenjadi
tanda tanya besar bagi publik. Hal
yang mubadzir, kiranya ini terjadi.
Bukankah dalamUU Penyiaransudah
jelas diatur bentuk-bentuk lembaga
penyiaran yang salah satunya adalah
Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
nasional ataupun lokal semisal TVRI
dan RRI. Seharusnya cukup ini yang
diperkuat peran, fungsi, dan sumber
pembiayaannya dalam RUU RTRI
yang akan datang. Belum lagi jelas
manfaatnya, sudah dipastikan akan
banyak menyedot APBN maupun
APBD yang justru hanya mengham-
bur-hamburkan uang rakyat. Toh,
keberadaan TVRI dan RRI atau lem-
baga penyiaran publik yang dimiliki
pemerintah daerah, hingga saat ini
belum maksimal; hanya sekadar
menjadi corong pemerintah.

Dan yang kedua, diberikannya
kelonggaran partai politik memiliki
lembaga penyiaranbaik televisimau-
pun radio, sungguh kekeliruan yang
teramat sulit dimaafkan. Kebijakan
yang aneh, bukankahselamainikepe-
milikan media penyiaran maupun
cetak di negara kita sudah dimiliki
sepenuhnya oleh segelintir pemilik
modal dankuasapolitil. Merekatelah
merampas hak publik, yang sejatinya
frekuensi adalah sumber daya alam

terbatas yang dikelola oleh negara °

demisebesar-besarnya kemalksnuran
rakyat. Terus di mana roh demokrasi
penyiaran yang menjunjung tinggi

keberagaman kepemlhkan (diver-
sity of awnership)? Padahal jaminan
terhadap diversity itu menuntut dan
memerlukan pelaksanaan keadilan
dan penghargaan terhadap minori-
tas. Tanpa adanya jaminan terhadap
diversity ini, akan terbuka peluang
munculnya otoritarianisme kapital
serta oligarki atasnama freedom, dan
dengan sendirinya akan membunuh
demokrasi itu sendiri.
Politik Penyiaran
Bila ditelusur mendalam, lagi-
lagi pemilik modal dan kuasa poli-
tik yang nantinya menyetir segala
sumber informasi di ruang publik.
Tak heran jika sekarang ini politik
sebagai panglima dan media sebagai
armadanya. Sebenarnya media kini
telah mengancam demokrasi itu
sendiri. Bagaimana mau demokratis
kalau suplai informasi didominasi
oleh sekelompok orang tertentu.
Bagaimana media penyiaran sebagai
industrimau demokratiskalauunsur-
unsur tegaknya demokrasi sendiri
tidak terpenuhi.®
Secara historis pernah diung-
kapkan Triyono Lukmantoro dalam
tulisannya, bahwa kehadiran media
sebagai pilar keempat demokrasi
lebih dikehendaki sebagai repre-
sentasi (perwakilan) dari suara dan
aspirasi publik yang tidak mungkin
dapatdiwadahioleh pihak pemegang
kekuasaan (eksekutif), pembuat
Undang-undang (legislatif) serta
pelaksana kehakiman (yudikatif).

- Keberjarakan dengan kekuasaan

negara dengan demikian, menjadi
penentu bagi media untuk tetap be-
rani bersikap kritis. Selain itu, yang
acapkalidilupakanadalahpilarkeem-
pat demokrasi, yang dilekatkan pada
media lebih digunakan untuk mem-
batasitigajeniskekuasaan(eksekutif,
legislatif dan yudikatif) supaya tidak
korup. Disinilahdalil Lord Actonyang
terlanjur klise yang berbunyi power
ténds to corrupt, but absolute power

_corrupts, absolutely masih relevan

untuk dijadikanreferensikekuasaan.
Kekuasaan cenderungberbuatkorup,
apalagi kekuasaan yang absolut den-
gan sendirinya pastilah korup. Untuk
mencegah terjadinya korupsi oleh
pihak pemegang kekuasaan, hanya

dapatdijalankanoleh pihak eksterr
yangterlepasdari kepentingan keku
saan itu sendiri. Sebabnya adal
kekuasaan secara internal tid
mungkinatausetidaknya sangatsu
untuk mengendalikan dirinya send
supaya tidak berkelakuan korup.

Sudah sepatutnya para penyus:
UU di parlemen yang terhorm
senantiasa mengingat apa ya
dikatakan pakar hukum dan ahli g
nyiaran, Amir Effendi Siregar, bah
ada tiga fondasi yang penting di
namkan ketika menyusun Undar
Undang khususnya UU Penyiar:
yakni konstitusi, universal dan ac
nya distribusi yang tetap. Kita har
berangkat dari prinsip konstitusi Pe
casila dan UUD 1945. Sila kedua d
tiga menginginkan kehidupan ya
adil dan beradab serta kesejahteraz
Fundamennya adalah konstitusi d
inihargamati. PancasiladanUUD 19
adalah filsafat danideologi yang me
jadidasardanarahuntuk membang;
Indonesiayangdemokratis, yang tid
hanya menjamin hak-hak politik d
sipil, tapijugahak-hak ekonomi, sos
dan budaya bangsa Indonesia.

Sementara itu, prinsip univer:
dalam membangun penyiaran ya
demokratisadalahjaminan terhad
freedom of press, freedom of spee
dan freedom of expression. Dan, a
jaminanterhadap distribusiinform:s
dan media yang tepat sasaran. ]
diperlukan, karena informasi har
tepat atau sesuai dengan posisi d
tingkat intelektualitas penonton d
pembaca. Dengan demikian, mec
dapat bersifat fungsional mengar
kat kesehatan dan kesejahtera
hidup publik atau masyarakat. D
pada saat yang sama menjamin }
merdekaan pers itu sendiri.

Pada akhirnya, yang diperluk
sekarang, semua stakeholders b
gandengan erat dengan kelomp
masyarakatsipilyang peduli penyiar
untuk mengawal perumusan rev
UU Penyiaran yang isinya seharusn
memberikankepastianhukumkepa
semua pemangku kepentingan d
pada saat yang sama menjunju
tinggi kepentingan masyarakat lu
sebagai prioritas utama. Karena
sinilah medan perjuangan akhirya
menentukan masa depan penyiar
Indonesia. **
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